WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 7o TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR
35 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya peninjauan kembali besaran
bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya berupa santunan
kematian perlu adanya perubahan dalam pengaturan
pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Magelang;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa

Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
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Undang"Undan
Keuangan Ne
Tahun 2003
Republik Indg

€ Nomor 17 Tahun 2003 tentang
gara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
nesia Nomor 4286);

ondang-Undang  Nomor 1 Tanun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2094 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahup 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah._an Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proyins; dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
RCPUblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang—undangan;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomey 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesgig Nomor 5202);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pfengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kaj terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ‘
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang J
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 i
Tahun 2011Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan ’
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540);

24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 38
Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun

2012 Nomor 28);

25. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2012
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Dalam
Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Magelang

Tahun 2012 Nomor 46);

|
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MEMUTUSKAN:

St i?nggERﬁf WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
TAHUN 201?“;22 WALIKOTA MAGELANG NOMOR 35
PELAKSANAAN | NG TATA CARA PENGANGGARAN,
PERTANGGUNGyAW DAN PENATAUSAHAAN,
MONITORING pa - AN DAN PELAPORAN SERTA

EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL

YANG B
BELANJiRSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal |

Ketentuago Pasal 17A dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 35
Tahun 11 tentang Tata Carg Penganggaran, Pelaksanaan dan
penatau.sahaan, .Pertanggung]‘awaban dan Pelaporan ,serta Monitoring dan
Bvluasl Selafia Bégfuap Sosial yang Bersumber dari Anggaran
ah Kota Magelang (Berita Daerah Kota

Magelang Tahun 2011 Nomor 36 ) yang telan beberapa kali diubah dengan

Peraturan Walikota Magelang:

a. Nomor 40 Tahun 2011 (Berita D,
erah K
Nomor 40); dan ota Magelang Tahun 2011

b. Nomor 53 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012
Nomor 353) ,

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Santunan kematian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat
(3) adalah pemberian bantuan sosial kepada ahli waris bagi
individu dan/atau keluarga yang meninggal dunia dengan
memperhatikan  kriteria tujuan penggunaan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 ayat (6).

(2) Besaran santunan kematian yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Santunan kematian dapat diberikan kepada ahli waris sepanjang
pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

masih tersedia.
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Pasal ||

peraturan Walikota inj mulaj berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahy; :
: uin
Peraturan Walikota inj denga ¥a, memerintahkan pengundangan

Nl pen -
Magelang. Pénempatannya dalam Berita Daerah Kota

Ditetapkan di Magelang
pada tgnggal 31 Desember 2013

TA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal %

SEKRETARIS DA

Seviber 20,3
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 70
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